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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Badan
Permusyarakatan Desa;

L.

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSTAWARATAN
DESA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
Pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan desa lain, yang
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah
antara BPD Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.




10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekreatriat desa,
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Pengisian Keanggotaan BPD adalah serangkaian proses dalam rangka
mengisi kekosongan keanggotaan BPD oleh panitia pengisian Keanggotaan
BPD.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
keanggotaan BPD;

kelembagaan BPD;

fungsi,tugas, wewenang dan hak BPD;
hak,kewajiban dan larangan anggota BPD,;
peningkatan kapasitas BPD;

peraturan tata tertib BPD;

pembinaan dan pengawasan,
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laporan kinerja BPD;dan
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pembiayaan.

BAB III
KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu
Jumlah Anggota BPD

Pasal 3

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara
demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah
perwakilan.

Pasal 4

(1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5
(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; dengan memperhatikan:
a. jumlah penduduk;dan
b. kemampuan keuangan Desa.

(2) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ ditentukan sebagai berikut:

a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 {(dua ribu) jiwa sebanyak 5
(lima) orang anggota BPD;

b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 4.000 (empat
ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota BPD;dan

C. jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa sebanyak 9
(sembilan) orang anggota BPD.



Bagian Kedua
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 5

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah;dan

pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Paragraf 1
Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 6

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota
BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi wilayah dusun, RT dan/atau pengelompokan dusun atau
pengelompokan RT.

Jumlah anggota BPD tiap wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

Paragraf 2
Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 7

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang
perempuan sebagai anggota BPD.

Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan
warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki
kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan
perempuan.

Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari
unsur:

a. tokoh perempuan;atau
b. kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang pembagian keterwakilan wilayah dan keterwakilan
perempuan diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 9

Persyaratan calon anggota BPD meliputi:

a.
b.

= B

(2)

(3)

(2)

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;dan
bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

BAB IV
KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10
Kelembagaan BPD terdiri atas:

a. pimpinan;dan

b. bidang.

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;

b. 1 (satu) orang wakil ketua;dan

c. 1 (satu) orang sekretaris.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan
kemasyarakatan;dan

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 11

Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat
BPD yang diadakan secara khusus.

Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu
oleh anggota termuda.



(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksan.akgl.a paling
lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena
pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau
pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 12

(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku
setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Paragraf 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 13

(1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi sub bidang:

a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasi
pemerintahan desa;

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
Tatapraja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;dan
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Pertanahan.
(2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi sub bidang:
a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
b. Kependudukan dan keagamaan;
¢c. Kepemudaan dan olahraga;dan
d. Kelembagaan masyarakat.

Paragraf 2
Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 14

(1) Bidang Pembangunan Desa meliputi sub bidang:
Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan umum dan penataan ruang;
Kawasan permukiman;

Kehutanan dan lingkungan hidup;
Perhubungan, komunikasi dan informatika;
Energi dan sumber daya mineral;dan
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Pariwisata

(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi sub bidang:
a. Kelautan dan perikanan;
b. Pertanian dan peternakan;



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Peningkatan kapasitas aparatur desa;
Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

Koperasi, usaha kecil dan menengah;
Dukungan penanaman modal;dan
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Perdagangan dan perindustrian.

Bagian Kedua
Staf Administrasi BPD

Pasal 15

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, diangkat 1 (satu)
orang tenaga staf administrasi yang berasal dari Perangkat Desa atau
tenaga pembantu diluar Perangkat Desa.

Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Kepala Desa atas persetujuan BPD, dituangkan dalam Keputusan Kepala
Desa dan bukan dari Perangkat Desa.

Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
dan Bhineka Tunggal Ika;

berusia minimal 20 Tahun atau sudah pernah menikah;
berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah atas sederajat;
bukan sebagai Perangkat Desa;

bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

dapat mengoperasikan komputer;dan
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bertempat tinggal di Desa setempat.

Staf Administrasi BPD diangkat oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk masa jabatan 1 (satu ) tahun terhitung sejak diangkat
dapat diperpanjang atas persetujuan BPD.

Bagian Ketiga
Hubungan BPD dengan Lembaga Lain

Pasal 16

Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan,
konsultasi dan koordinasi.

Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya adalah
hubungan koordinasi dan fasilitasi.



BABV
FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN HAK BPD

Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 17

BPD mempunyai fungsi:

a.

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desg;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;dan

melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 18

BPD mempunyai tugas:
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menggali aspirasi masyarakat;

menampung aspirasi masyarakat;
mengelola aspirasi masyarakat;
menyalurkan aspirasi masyarakat;
menyelenggarakan musyawarah BPD,;
menyelenggarakan musyawarah Desa;
membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa
antarwaktu;

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan
lembaga Desa lainnya;dan

melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewenangan BPD

Pasal 19

BPD berwenang:

a.
b.

mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasij;

menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan
dan tertulis;



c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;

f menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h. menyusun peraturan tata tertib BPD;

i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada
Bupati melalui Camat;

j.  menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;

k. mengelola biaya operasional BPD;

l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa
kepada Kepala Desa;dan

m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat
Hak BPD
Pasal 20

BPD berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 21

Pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan hak BPD dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Hak Anggota BPD

Pasal 22

Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;



c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih;dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai

dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD berhak:

a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan
pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan
yang dilakukan di dalam negeri;dan

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota BPD
Pasal 23
Anggota BPD wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan;

menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;

menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya;dan

mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Larangan Anggota BPD

Pasal 24

Anggota BPD dilarang:

a.
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merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang;
melanggar sumpah/janji jabatan;
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;



g. sebagai pelaksana proyek Desa,
h. menjadi pengurus partai politik;dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VII
PENINGKATAN KAPASITAS DAN LAPORAN KINERJA BPD

Bagian Kesatu
Peningkatan Kapasitas BPD

Pasal 25

Anggota BPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengikuti
kegiatan peningkatan kapasitas BPD melalui pendidikan pelatihan awal masa
tugas atau program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Laporan Kinerja BPD

Pasal 26

(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaporkan secara tertulis kepada
Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum
musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
sistematika:

a. dasar hukum,;
b. pelaksanaan tugas;dan
c. penutup.
(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
Pasal 27

(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja
BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB VIII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 28

Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD setelah dibahas dan
disepakati dalam musyawarah BPD paling sedikit memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;



c. waktu musyawarah BPD;

d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

e. tata cara musyawarah BPD;

f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;dan
g.pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pasal 29

Penyusunan peraturan tata tertib BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran
BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa diwilayahnya.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi:
a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
b. menyusun Peraturan Daerah;

c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi
pelaksanaan kebijakan,

d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
dan

e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya operasional BPD dan musyawarah Desa dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Desa.

Pasal 33

Biaya kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;dan
d. anggaran pendapatan dan belanja Desa.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Anggota BPD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap
menjalankan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang telah ada
dan mengatur mengenai BPD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd
SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020
NOMOR 139

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 92/11/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bggian Hukum
PU MO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

UMUM

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepala desa bertugas
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan
berlandasarkan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu rekognisi,
subsidiaritas, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah,
demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan
keberlanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
tersebut harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai
bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa
dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa tersebut,
pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar
berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari proses ini, diharapkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa mampu
memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman
Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.



IL.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas



Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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